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IKHTISAR 
 
Skripsi yang  berjudul, Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Atas 
Keterlambatan SPP DiKaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN-SU Medan).Denda pada 
hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda sering disampaikan 
ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam kamus bahasa Indonesia 
diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai 
dalam membayar kewajibannya.Dalam bahasa inggris juga terdapat kata fine 
yang berarti denda keterlambatan.Sedangkan dalam bahasa arab Ta’zir atau 
ta’widh yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang 
nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.Penelitian yang 
digunakan ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data 
digali serta dikumpulkan dilapangan yang bersifat deskriftif. Ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang meneliti objek 
dilapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit. Wawancara 
merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga 
menggunakan metode Library research, meneliti dari buku-buku yang berkaitan 
dengan pembahasan. Point yang terpenting adalah 1. Dalam praktik 
pemberlakuan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran spp di Kampus 
Universitas Islam Negeri Menurut  fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 
pemberlakuan denda tentang pembayaran itu hanya berlaku bagi mereka yang 
mampu membayar namun menunda-nunda, sedangkan bagi mereka yang 
berasal dari golongan tidak mampu tapi di kenakan denda maka terjadi 
namanya hukum riba. Karena, pembayaran spp di kenakkan tambahan pokok. 
2. Pelaksanaan denda yang terjadi di UIN belum tepat di karenakan ada 
beberapa mahasiswa yang tidak mampu di kenakkan denda. Serta tidak ada di 
sosialisasi, sehingga terjadi beberapa keterlambatan. Pelaksanaan sanksi denda 
belum tepat sasaran karena masih ada mahasiswa tergolong tidak mampu 
sehingga mereka terbebani atas denda tersebut. 3. Fatwa ini di perbolehkan 
memberlakukan kebijakan denda akan tetapi, harus di lihat pada alasan yang 
tepat kalau alasannya kurang ekonomi, atau kerena keluarga, atau terkenak 
musibah dan sebagainya, hal ini harus menjadi perhatian regulasi untuk 
memahami latar belakang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga 
mengajarkan sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam 
kebaikan, termaksud dalam urusan materiil. Dan sudah menjadi sunnatullah 
bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau human society dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain, satu sama lain saling 
memerlukan. Aktivitas muamalat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. 
Dalam Islam kegiatan muamalat berisi berbagai aturan yang mengikat untuk 
menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.
1
 
Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah salah 
satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap individu mahasiswa atau pelajar. 
SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa secara 
rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan atau bagi yang terlambat membayar SPP 
ini akan di kenakan denda atau status akademik menjadi mahasiswa tidak aktif. 
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 S.Ibrahim Bukhari, Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia  (Jakarta:Publicita, 1971), h. 
29. 
  
Bagi siapa menunda-nunda pembayaran SPP yang di lakukan oleh 
mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik 
jelas menghadirkan beberapa kerugian, ganti rugi yang di bebankan terhadap 
mahasiswa dengan membayar uang denda yang telah di berlakukan di 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya di Fakultas Syari’ah. 
Bahwa fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) bersifat umum untuk semua 
kalangan yang berkaitan dengan keuangan dalam bertransanksi meskipun yang 
bertanya dan menggunakannya adalah lembaga keuangan syariah (LKS) 
Artinya adanya kesamaan aktivitas antara LKS dengan lembaga non LKS yang 
itu terkait transaksi keuangan dalam hal ini denda. Sehingga fatwa itu bisa 
digunakan di UIN-SU dikarenakan persamaan tersebut.   
Berdasarkan fatwa majelis ulama Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 
tersebut bahwa sanksi adalah :  
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja.  
  
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakkan sanksi. 
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakkan sanksi. 
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
Dari fatwa diatas menjelaskan bahwa yang berhak dikenakkan sanksi 
yakni yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran SPP 
sanksi yang di bebankan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak 
serta denda di pergunakan ke dana sosial. Akan tetapi yang terjadi di UIN ada 
beberapa hal yaitu: 
1. Denda Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) tidak 
bersosialisasi 
  
2. Tidak adanya penyaringan bagi mahasiswa yang mampu namun 
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dan yang tidak 
sanggup atau tidak mampu.  
3.  Kebijakan yang terjadi dianggap tidak terbuka bagi mahasiswa 
karena tidak ada penjelasan secara transparan kemana dana denda 
SPP di peruntutkan.  
Ketika mahasiswa melakukan registrasi di awal semester tidak melunasi 
spp yang sudah di tentukan sampai akhir dia menyelesaikan studinya yang di 
perguruan tinggi tersebut. Sumbangan yang diperlukan untuk keperluan 
operasiaonal kampus meliputi sebagai air, listrik, telepon dan lain-lain. Untuk itu 
setiap mahasiswa harus wajib melakukan pembayaran seperti yang telah di 
tentukan oleh pihak kampus. Maka sisanya akan diperhitungkan sebagai hutang 
dan denda dari akad hutang piutang terlarang serta dana denda tersebut tidak 
boleh di peruntutkan sebagai pendapatan pihak kampus serta tidak boleh di 
manfaatkan. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu dosen Fakultas 
Syari’ah, Bapak Bambang Sugiharto menjelaskan bahwa beberapa pembayaran 
  
jumlah spp pertengahan tahun 2017 setiap keterlambatan pembayaran uang 
spp dikenal biaya administrasi bank sebesar 10%, yang seharusnya tidak 
menjadikan kewajiban konsumen. Apalagi konsumen membayar lewat bank. 
Pungutan tersebut banyak tidak diketahui konsumen, barangkali karena 
tidak melihat atau tidak peduli sebab nilainya kecil dan masih rendahnya tingkat 
kesadaran konsumen akan haknya. Kampus UIN-SU dalam hal ini tidak bisa 
hanya mendasarkan pada pemberitaan lewat media massa kalau ada 
pengenaan biaya administrasi atau online bank. Dalam materi perjanjian antara 
konsumen dan bank, kewajiban membayar administrasi atau online bank tidak 
lepas dari pembayaran  denda.
2
 
Dalam penjelasannya kampus membuat kebijakan bahwa apabila 
mahasiswa terlambat membayar SPP maka pihak kampus membuat aturan 
akan di kenakkan denda sebesar 10% sesuai dengan pengumuman. Seharusnya 
pihak kampus membuat kesepakatan kepada mahasiswa, agar tidak ada yang di 
rugikan kedua belah pihak. peraturan yang di buat oleh kampus terhadap 
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Wawancara bapak bambang sugiarto dosen uinsu pada tanggal 01-08-2018. 
  
mahasiswa di sisi lain melalui perbicaraan antara mahasiswa keterlambatan 
lebih banyak di sebabkan oleh ketidakmampuan finansial. 
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi tentunya tidak 
membolehkan praktek yang demikian, selain itu Islam juga memberikan 
pedoman dalam cara mendapatkan harta yaitu membiarkan pemilik harta bebas 
secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakatan 
berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap orang 
memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan 
mengembangkannya, asal dalam batas yang telah ditentukan. Allah SWT 
berfirman dalam surah An-Nisa 29 :   
                        
                        
 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.
3
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 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 242  
  
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang umatnya 
yang beriman untuk tidak mengambil harta sesama dengan cara yang batil 
karena itu bisa menyebabkan perselisihan diantara kita tetapi Allah 
menganjurkan dengan cara saling suka sama suka diantara kita. 
Rasulullah bersabda tentang larangan mengambil harta secara batil 
 ىَّلَص ِوّللا َلوُسَر َّنَأ َةَريَرُى بَِأ نَع ُوُعِباَصَأ ْتَلاَن َف اَهيِف ُهََدي َلَخْدَأَف ٍماَعَط ِةَر ْ بُص ىَلَع َّرَم َمَّلَسَو ويَلَع وّللا
 َقوَف ُوَتْلَعَج َلاََفأ َلاَق ِوّللا َلوُسَر َاي ُءاَم َّسلا ُوْت َباَصَأ َلاَق ِماَعَّلطا َبِحاَصَاياَزَىاَم َلاَق َف ًلاَل َب ُهاَر َي يَك ِماَعَّطلا
 ُساَّنلا)ملسم هور( ينِِّم َسْيَل َف َّشَغ ْنَم 
Artinya: Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau 
memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau 
menyentuh sesuatu yang basah, makapun beliau berkata, apa ini 
wahai pemilik makan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut 
terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa kamu 
tidak meletakkannya dibagian atas makananagar orang dapat 
melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan 
dari golongan kami (HR. Muslim).
4
  
 
Atas permasalahan diatas, penulis berinisiasi untuk mengkaji 
permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 
judul :‚PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN 
                                                     
 
4
Abdul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h.45 
  
PEMBAYARAN SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-
MUI/IX/2000 (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN 
HUKUM UIN-SU MEDAN). 
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini yang 
menjadi rumusan masalah   ialah : 
1. Bagaimana pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan 
pendidikan dikaitkan dengan fatwa MUI Dewan Syariah Nasional 
No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap mahasiswa fakultas syari’ah dan 
Hukum UIN SU?  
2. Bagaimana pendapat mahasiswa atas pemberlakuan denda terhadap 
keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan di 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU ?  
3. Bagaimana hukum pemberlakuan sanksi denda di Fakultas Syariah 
dan Hukum menurut analisis fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000?   
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan 
pendidikan menurut fatwa MUI Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-
MUI/IX/2000 terhadap mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
2. Untuk mengetahui pendapat mahasiswa atas pemberlakuan 
sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
3. Untuk mengetahui hukum pemberlakuan sanksi denda di Fakultas 
Syari’ah dan Hukum. 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini 
dapat berguna untuk: 
1. Kegunaan Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap 
permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi 
peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung 
dengan Hukum Bisnis Islam dan  sebagai rujukan bagi mahasiswa yang 
dibebankan denda bagi yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. 
Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan 
  
dan dapat digunakan sebagai masukan dan refrensi bagi pihak-pihak yang 
melakukan penelitian serupa. 
2. Kegunaan Praktis 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 
sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syariah. Memberikan 
sumbangan pemikir bagi studi kajian hukum ekonomi syari’ah. Bagi penulis, 
untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). 
E. Kerangka Teoritis 
Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah تهرغ Secara bahasa تهرغ 
berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) 
hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim 
dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah (2) uang yang 
harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, 
dan sebagainya
5
. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir 
menurut bahasa adalah بیدأت , artinya memberi pelajaran. menolak dan 
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 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia  III (Jakarta:Balai Pustaka, 2006), 
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mencegah. Ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, 
mencela dan memukul. 
Sanksi adalah hukuman yang di jatuhkan pada seorang yang melakukan 
pelanggaran hukum yang berlaku
6
. sanksi hukum adalah bentuk perwujudan 
yang paling jelas dari sebuah kekuasaan didalam pelaksanaan kewajibannya 
untuk memaksa ditaatinya suatu aturan hukum. Karena penerapan 
dijatuhkannya bisa mengakibatkan kebebasan, benda, harta, dan kehormatan 
bahkan jiwa seseorang.  
Sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia pengesahan, tanggungan, 
peneguhan, tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati 
perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang dan tindakan-tindakan 
mengenai perekonomian sebagai hukuman dari suatu negara
7
. 
Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan 
mematuhi setiap perjanjian yang di amanahkan kepadanya, sebagaimana jika 
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seseorang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ia telah 
mendapat amanah dari orang lain pemilik modal di lembaga keuangan, jika ia 
melakukan ingkar janji maka ia akan di berikan wanprestasi untuk memenuhi 
kewajibannya dalam membayar cicilan kredit pembiayaan 
8
. Sebagaimana 
firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1 
                               
                      
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5):1)
9
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 Departemen Agama RI, Al-Qur;an Dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara 
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Maka berdasarkan dalil di atas, maka sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepada kita untuk selalu menepati atau memenuhi janji 
terhadap janji yang kita di sepakati. Setiap hutang wajib di bayar pada waktu 
yang telah di tentukan apabila yang berutang telah mampu membayar. Akan 
tetapi bila ia mampu namun menangguhkan pembayarannya maka ia di 
nyatakan sebagai orang yang dzalim.
10
 
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diisyaratkan di larang dalam 
menangguhkna pembayaran yang berbunyi : 
Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata :   
حبتيلف ءيلم ىلع مك دح ا عبتا ا  او ملظ نِّغلا لطم 
Artinya :  Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda 
‚penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah 
kedzaliman, dan jika seseorang diantara kamu dialihkan kepada 
orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih‛. 
(HR. Bukhari dan Muslim)
11
. 
 
Dari fatwa di atas menjelaskan bahwa yang berhak di kenakkan sanksi 
yakni yang mampu namun menunda-nunda atas pembayaran SPP sanksi yang 
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dibebankan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda di 
pergunakan ke dana sosial. 
Adapun ketentuan macam-macam saksi di dalam perbankan syariah 
telah di atur dalam kompilasi hukum islam pada pasal 38 yang berbunyi : 
Pihak-pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat di jatuhkan 
sanksi
12
. 
1. Pembatalan akad yaitu masing-masing pihak merasa rugi akibat 
adanya ingkar janji yang di lakukan oleh para pihak yang di lakukan 
oleh pihak yang lain maka pihak yang merasa di rugikan berhak 
membatalkan akad secara sepihak. 
2. Denda yaitu yang ingkar jani dapat di berikan denda jika di nyatakan 
ingkar janji. Sebagaimana di jelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 
17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang 
menunda pembayaran. 
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3. Membayar ganti rugi yaitu pihak yang melakukan ingkar janji 
berkewajiban membayar sejumlah ganti rugi atau ganti kerugian 
yang di alami oleh pihak lain. 
4. Peralihan resiko, bahwa pihak yang ingkar janji dapat diwajibkan 
menerima resiko-resiko yang mungkin akan diterima oleh karena 
salah satu pihak ingkar janji. 
5. Membayar biaya perkara yaitu jika persoalan ingkar janji menempuh 
jalan peradilan maka pihak yang ingkar janji berkewajiban 
membayra seluruh biaya perkara sesuai keputusan majelis hakim.   
F. Hipotesa 
Dalam penelitian ini penulis hipotesa jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah yang diajukan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi terhadap 
mahasiswa atas keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan 
yang mampu namun menunda-nunda pembayaran harus melunasi spp di 
semester berjalan, apabila belum di lunasi maka akan di hitung sebagai hutang 
dan denda yang seharusnya tidak menjadi kewajiban mahasiwa apabila tidak 
ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa. Sebelum melangkah lebih 
  
jauh, maka peneliti memberikan jawaban sementara yang mana nantinya akan 
di hadapkan kepada hasil penelitian yang sebenarnya, sehingga sesuai atau 
tidak dengan hukum islam fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa praktik 
tersebut adalah tidak sesuai dengan syari’at islam. 
G. Metode Penelitian 
Metode, menurut Senn, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui 
sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodelogi 
merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam 
metode tersebut
13
 
Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode 
yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat 
dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus.
14
 Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. 
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1. Pendekatan Penelitian   
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research). 
Penelitian ini dilakukan dala kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan 
pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan 
realitis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan 
masyarakat
15
. 
2. Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sendang yang merupakan 
memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan 
pendidikan. Sebagai permasalahan di kampus yang berkaitan dengan denda 
penundahan pembiayaan sehingga penulis memperoleh informasi untuk 
mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.  
3. Sumber Data 
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Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data 
baik primer maupun skunder. 
a. Data Primer 
Data primer Adalah sumber data penelitian diperoleh secara langsung 
dari lapangan, data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual 
sedangkan teknik pengambilan data diantaranya melakukan wawancara dengan 
pihak yang melakukan penggunggahan pembiayaan.  
b. Data Sekunder 
Yaitu data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data 
primer. Data ini penulis peroleh dari buku dan literatur lainnya yang dapat 
menjawab permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000, Peraturan 
Rektor UIN-SU Medan NO 255 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan RI 
No 79/PMK.05/2008 dan Laporan Keuangan (Slip pembayaran SPP). 
 
 
 
  
4. Metode Pengumpulan Data  
a. Observasi 
Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu 
dengan melihat bagaimana pelaksanaan penerapan denda di fakultas syari’ah, 
mengumpulkan bahan-bahan literatur untuk dikaji dan ditelaah, seperti bahan 
yang ada hubungannya dengan judul penelitian contohnya buku-buku dan 
jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.  
b. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diambil dari berbagai 
jenis dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumentasi diambil dari 
buku-buku, dokumen-dokumen, yang ada permasalahannya yang diteliti. 
c. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang di susun daftar pertanyaan 
yang telah di siapkan terlebih dahulu alat yang digunakan Interview Quide 
(Pedoman Wawancara).
16
 
                                                     
 
  
5. Teknik Penentuan Data  
Analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Hubermen ada tiga 
tahap adalah tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penyajian 
kesimpulan dan verifikasi data.
17
 
6. Metode Penulisan  
Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman 
metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN-SU. 
H. Sistematika Penulisan 
Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini  
yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I : pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teoritis, hipotesis, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab II : kedua merupakan pembahasan tentang pelaksanaan sanksi 
denda konsep Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas 
nasabah mampu yang menunda pembayaran. 
Bab III : ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi 
penelitian, di Universitan Islam Negeri Sumatera Utara. 
Bab IV : keempat merupakan pembahasan tentang hukum denda atas 
keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan berdasarkan 
Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di UIN-SU Kota Medan serta akibat 
hukum denda sumbangan pembinaan pendidikan yang terjadi di Fakultas 
Syari’ah. 
Bab V : kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
saran-saran. 
  
  
BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Sejarah Lahirnya Dewan Syari’ah Nasional DSN  
Dewan Syari’ah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh 
Majlis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-
lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran islam 
dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN juga diharapkan dapat 
berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat dalam 
bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu juga lebih mengefektifkan 
pelaksanakan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan 
Syari’ah Nasional.18  
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majlis Ulama Indonesia 
priode 1995-2000. Sk Majlis Ulama Indonesia No. Kep 754/MUI/II/1999 
tanggal10 pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional, 
pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu tanggal 
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1 April 2000. Lampiran II surat keputusan dewan pimpinan Majlis Ulama 
Indonesia.  
Lokakarya ulama tentang Reksadana syari’ah yang membahas 
pandangan syariah tentang reksadana dan rekomendasi yang antara lain 
mengusulkan agar dibentuk Dewan Syari’ah Nasional untuk mengawasi dan 
mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah Dewan Syari’ah Nasional 
berperan secara pro-aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat 
Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 
B. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang  
Denda pada hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda 
sering disampaikan ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam kamus 
bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang 
apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Dalam bahasa inggris juga 
terdapat kata fine yang berarti denda keterlambatan.Sedangkan dalam bahasa 
arab Ta’zir atau ta’widh yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 
akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh 
  
tempo.
19
 Sedangkan menurut Ahmat denda merupakan tebusan yang harus 
dibayarkan ketika seseorang melalaikan tugas yang sudah disepakati bersama.  
Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah. Secara 
bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda 
mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk 
uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta 
rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar 
aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar dapat 
dipenjarakan.
20
 
Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut 
bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan 
Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah.21 At-ta’zir 
adalahlarangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. 
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Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan 
kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
22
 
Sedangkan pengertian ta’zir menurut  istilah, sebagaimana dikemukakan oleh 
Al-Mawardi yaitu:‚Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang 
belum belum ditentukan hukumannya oleh syara’‛. Sedangkan Unais dan 
kawan-kawan memberikan definisi ta’zir  menurut syara’ sebagai berikut‚Ta’zir 
menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had 
syar’i‛.23 
Fathiad-Duraini,guru besar fikih di Universitas Damaskus, 
Suriah,mengemukakan definisi ta’zir:‚Hukuman yang diserahkan kepada 
penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan 
yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang 
ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang 
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wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya iti tidak 
termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan 
hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan 
mereka, serta perundang -undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan 
hak pribadi‛.24 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa 
ta’ziradalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang 
hukumannyabelum ditetapkan oleh syara’. Dari definisi tersebut, juga dapat 
dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang 
tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari 
jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah 
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang 
diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh 
meninggalkankewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat 
fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, 
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seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan 
lain sebagainya.
25
 
Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah 
dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik 
bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang 
dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan 
harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat 
berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.
26
 
Ta’zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara’) 
adalahhukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang 
tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta’zir dengan mencukur jenggot 
ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan 
ta’zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang 
membolehkan. Sedangkan Imam Syafi’i dan ulama pengikut Imam Syafi’i tidak 
ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa 
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Ibnu ‘Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut 
sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan 
Khalifah Umar terhadap rumah Sa’ad, ketika ia laribersembunyi dari 
pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual 
minuman keras.
27
 
Dalam fiqih jinayah hukuman diyat adalah denda. Diyat yakni hukum 
denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (khatha’) atau 
atas pembunuhan yang serupa sengaja (syabah amad) atau berbuat sesuatu 
pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan 
sebagainya.
28
 Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah 
dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.
29
 
Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai ta’zir bukan 
diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal 
                                                     
 
27
Djamaludin Miri, Ahkamul Fuqaha, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, h. 36. 
 
28
Moh Kasim Bakri, Hukum Pidana dalam Islam, Semarang: Ramadhani, 1958, h. 12. 
 
29
Ibid., h. 43. 
  
daripelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara 
garis besar hukuman ta’zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok . 
1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid 
(dera). 
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
hukuman penjara dan pengasingan. 
3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 
penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 
kemaslahatan umum.
30
 
Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu 
hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat 
tentang dibolehkannya hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta. Menurut 
Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. 
Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi 
muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang 
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membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan 
Imam Ahmad Ibn Hanbal. 
12
 Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk 
dari hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda 
pendapat mengenai denda uang. 
Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi 
muamalah, perbankan dan jual beli dengan melakukan kelalaian yakni 
menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan 
denda financial berupa uang . Biasanya lembaga atau badan hukum yang 
nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seseorang atau 
nasabahnya apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Ini 
bertujuan untuk memberikan efek jera untuk nasabah supaya tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. 
Dari pengartian diatas bahwa yang dimaksud dengan denda 
keterlambatan utang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah 
jatuh tempo. 
  
Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan al-Qur'an, 
menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan juga membuat 
hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Setelah itu, DSN MUI 
mendasarkan fatwanya pada pendapat para ulama mujtahid, atau yang sering 
disebut dengan ijma’ untuk persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan 
hadits. Biasanya para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap al- 
Qur'an,hadits dan pendapat mujtahid atau ijma’ dan belum ditemukan secara 
detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan ijtihad. Demikian 
halnya dengan DSN MUI, tidak lepas dari ijtihad. 
Dengan melihat perkembangan peradaban yang sangat cepat, maka 
dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengaturnya. Untuk itu posisi ijtihad 
sangat dibutuhkan. Dibandingkan dengan masa lalu, saat ini lebih 
membutuhkan ijtihad. Perkembangan dunia dengan kebudayaannya sangat 
pesat, jika tidakdirespon secara baik oleh agama dikhawatirkan agama akan 
ditinggalkan olehpemeluknya.Jika diamati banyaknya ayat al-Qur'an, hadits, 
maupun pendapat ulamayang dikutip DSN MUI sebagai rujukan, semuanya 
  
masih bersifat global. Baiksecara tersurat maupun tersirat, belum ada yang 
membahas syari'ah card, apalagidenda keterlambatannya. 
C. Fungsi Dewan Syari’ah Nasional  
a. Mengeluarkan fatwa yang menikat Dewan Pengawas Syari’ah 
dimasing-masing lembaga keuangan syari’ah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / 
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
c. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama 
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari’ah pada suatu 
lembaga keuangan syari’ah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekomoni syari’ah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
  
e. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syari’ah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syari’ah Nasional. 
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
31
 
Berdasarkan salah satu surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 
12 Mei 1999 bahwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah salah satu dewan 
yang di bentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk 
memastikan kesesuaian antara jasa, produt, dan kegiatan usaha bank dengan 
prinsip syar’ih. 
DSN adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian di sah kan oleh SK dewan 
pemimpin MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Pendirian 
DSN ini tidak secara tiba-tiba atatupun terburu-buru, melainkan setelah di 
dahului beberapa kali pertemuan yang di lakukan oleh MUI. diantaranya 
Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di 
                                                     
 
31
Ibid, h. 210. 
  
jakarta yang mekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan 
mengarahkan lembaga lembaga keuangan syari’ah dan raoat tim pembentukan 
DSN pada 14 Oktober 1997.
32
 
Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupakan langkah efesien 
koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan 
masalah ekonomi keuangan. Tugas utama DSN dianataranya adalah mengkaji, 
menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syari’ah) 
dalam bentuk fatwa untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 
kegiatan di lembaga keuangan syari’ah melalui Dewan Pemgawas Syari’ah 
(DPS). 
Hal ini yang medorong pembentukan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 
tercantum pada konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN antara lain, 
bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka 
mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan 
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mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keunagan 
yang dilaksanakan sesuai dengan syari’at islam. 
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya pada tanggal 10 
Februari 1999 telah melakukan berbagai kerja sesuai dengan tugas dan 
wewenang yang diberikan. Berikut ini adalah uraian global tentang tugas, 
wewenang dan mekanisme kerja DSN berdasarkan SK DP-MUI dan keputusan 
DSN-MUI nomor 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN antara lain :  
- Tugas dan Wewenang 
Ada empat hal yang menjadi tugas pokok dewan Syari’ah Nasional, yaitu; 
1. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan 
2. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya.  
Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi 
landasan bagi peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang. Seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia fatwa 
tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syari’ah di masing-masing lembaga 
  
keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait pihak terkait 
hingga tahun 2006. 
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah 
Fatwa yang telah di keluarkan oleh DSN sebanyak 53 fatwayang 
meliputi fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito yang 
berdasarkan syari’ah, fatwa tentang Murabaha, Jual Beli Salam, 
Istishna, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Wakalaf, 
Kafalah, Hiwalah, Uang muka dalam Murabahah, Sistem Distribusi 
Hasil Usaha dan LKS, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, 
Diskon dan Mudharabah sanksi atas Nasabah mampu yang 
menunda-nunda Pembayaran, Percandangan Penghapusan Aktiva 
Produktif dalam Lembaga Keuanagan Syari’ah, Al-Qard, Pedoman 
Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari’ah dan lain-lain. 
4. Mengeluarkan Surat-Surat Keputusan 
DSN juga telah menerapkan beberapa keputusan/ketentuan yang 
akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari’ah. SK yang telah 
di keluarkan anatara lain SK tentang pedoman dasar dan pedoman 
  
rumah tangga (PDPRT) DSN. SK tentang pentunjuk pelanksanaan 
penetapan anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) 
dan SK tentang dana kepersetaraan dan iuran bulanan bagi 
perbankan dan lembaga keuangan syari’ah. 
Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syari’ah 
Nasional adalah;
33
 
1. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen 
Keuangan dan Bank Indonesia. 
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
dimasing-masing lembaga keuangan syari’ah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait. 
3. Mengudang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari’ah, termasuk otoritas 
monetar/lembaga keuanagan dalam maupun luar negeri.  
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4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari’ah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syari’ah Nasional. 
5. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama lembaga keuangan syari’ah. 
6. Mengusulkan kepada isntansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak di laksanakan. 
7. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syari’ah 
kepada direksi dan/atau komisaris mengenai operasional lembaga 
keuangan syari’ah yang bersangkutan. 
Mekanisme kerja Dewan Syari’ah nasional secara garis besar adalah 
sebagai berikut : 
1. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana 
Harian DSN dalam rapat pleno. 
2. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau 
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa keuangan syari’ah 
dalam rapat pleno. 
  
3. Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman 
kegiatan lembaga keuangan syari’ah dalam rapat pleno. 
4. Setiap tahunnya membuat suatu penyataan yang di muat dalam 
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari’ah 
yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari’ah 
sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional. 
5. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau 
bilamana diperlukan. 
Sebagaimana telah dikemukakan, tugas dan pekerjaan harian DSN 
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH). Adapun mekanisme kerja 
BPH adalah sebagai berikut:
34
 
1. Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk 
atau jasa lembaga keuangan syari’ah 
2.  Sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 hari kerja 
setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan 
permasalahan kepada ketua BPH. 
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3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan para ahli 
selambat-lambatnya 30 hari kerja harus membuat memorandum 
khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu 
pertanyaan/usulan. 
4. Ketua Badan pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil 
pembahasan ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapatkan 
pengesahan. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh 
ketua dan Sekretaris DSN. 
D. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI 
Fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum islam atau 
syara’ yang diperoleh melalui ijtihad.35 Fatwa ebagai salah satu ptoduk 
pemikiran hukum islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan 
kemasyarakatan. 
 Fatwa juga di pandangan menjadi salah satu alternatif yang bisa 
memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum islam. Hukum islam 
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dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushub 
as-syar’iyah) dalam menghadapi persoalan serius ketika berhadapat dengan 
permasalahan yang semakin berkembang yang tidak bercover dalam nash-nash 
keagamaan. 
Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi 
secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesatseiring 
dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syari;ah Nasional 
MUI pada dasarnya hasil interaksi antara pemikir hukum dengan 
lingkungannya.
36
 
Apabila masalah yang akan difatwakan masalah yang salah jelas 
hukumnya (al-Ahkam al-Qath’iyyat) maka fatwa disampaikan apa adanya, 
sedangkan apabila dalam masalah yang dibahas terjadi perbedaan pendapat 
diantara mazhab maka penetapannya didasarkan pada hasil penemuai titik 
temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-Jamu’a wa al-
Taufiq. Jika tidak berhasil menemukan titik temu fatwa didasarkan pada hasil 
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tarjih melalui metode muqaranah al-mudzanib dengan menggunakan kaidah-
kaidah ushul al-fiqih al-muqarran. Apabila masalah yang dibahas tidak 
ditemukan jawaban dalam pendapat kalangan mazhab dan tidak pula dapat 
dilakukan ilhaqi atau analogi hukum karena tidak ada pendapat ulama.
37
 
Maka penetapannya fatwa tentang tersebut pada hasil ijtihad jama’I 
(ijtihad kolektif) melalui tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani 
(kajian semantik), pola Qiyasi (pola ta’lili) yaitu penentuan ‚illah dan pola 
istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum). Metode 
penetapan fatwa yang ditempuh oleh DSN-MUI diantaranya ialah pola pertama 
yaitu metode yang ditempuh oleh DSN-MUI diantaranya ialah polapada 
pertama yaitu metode bayani (kajian sematik atau kebahasan). Pembahasan 
metode bayani dalam kajian ushul fiqih mencakup diantaranya. 
a. Analisa berdasarkan segi makna lafadz (bi’itibar al-lafd lil-ma’na). 
b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna (bi’itibar isti’mal lil-
ma’na). 
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c. Analisa berdasarkan segi penunjukan lafadz kepada makna menurut 
maksud pencipta nash (bi I’tibar kaifiyah dalalalh al-lafdz’ ala al-
ma’na).  
d. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna (bi I’tibar 
dalalah lafdz ‘ala al-ma’na bi hasb zuhur al-ma’na wal khafaih). 
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi 
1. Pengertian sanksi 
Saksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan 
pelanggaran hukum yang berlaku.
38
 Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan 
yang paling jelas dari sebuah kekuasaan dalam pelaksanaan kewajibannya 
untuk memaksakan ditaatinya sebuah aturan hukum. Karena penerapan atau 
dijatuhkannya saksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan, harta benda, 
kehormatan bahkan jiwa seseorang. 
Seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya, bahwa akhir-akhir 
banyak kita temukan nasabah mampu yang sengaja melalaikan kewajibannya 
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dalam pembayaran pembiayaan yang telah dapatkan dari suatu lembaga 
keuangan. Hal tersebut merupakan suatu wansprestasi atau ingkar janji. 
Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi, terlambat, ceroboh, atau 
tidak lengkap memenuhi suatu perikatan. Wanprestasi juga diartikan sebagai 
suatu tindakan tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, ataupun 
tidak sempurna memenuhi prestasi. 
Ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tercantum pada 
pasal 36 yang berbunyi : 
Pihak dapat di anggap melakukan ingkar janji, apabila karena  
a. Melaksanakan apa yang di janjikan tetapi tidak bagaimana yang 
dijanjikan 
b. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
c. Melakukan apa yang di janjikannya, tetapi terlambat, atau  
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
F. Tinjauan Umum Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran 
Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang 
berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu 
  
membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, maka orang tersebut 
dinyatakan sebagai orang yang dzalim.
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Sebagaimana  Rasulullah bersabda dalam hadist Abu Hurairah yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya sabda Nabi dari Abu Hurairah 
menurut riwayat al-Bukhari:  
 الله لوسر لاق :لاق هنع الله يضر ةريره يبأ نعلسو هيلع الله ىلص م “ : ِّينغلا لْطَم
 اذإو .ملظعبْتَيلٍفِئلَم ىلع مكدحأ عبُْتأ ”هيلع قفتم  
Artinya: Dari abi hurairoh rodhiallhu ‘anhu berkata: Rosulullah shalallahu 
‘alaihi wasalam bersabda:Menunda pembayaran hutang  dalam kondisi mampu 
adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan 
(hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia 
mengikutinya‛ [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,] 
Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa haram hukumnya 
orang kaya bagi mampu menunda-nunda pembayarna hutang yang telah jatuh 
tempo karena perbuatan itu termaksud kedzaliman. Bahwa wajib hukumnya 
melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status sebagai orang kaya 
bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya.Hadist Nabi 
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riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, 
Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syurair bun Suwaid: 
 ُوَت َبْوُقُعَو ُوَضْرِع ُّل ُِيُ ِدِجاَوْلا َُّلَ 
Artinya :Penundaan (pembayaran hutang) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.‛ 
Maksud dari hadist di atas menerangkan bahwa penangguhan hutang 
dari orang yang mampu memnyebabkan ia berhak dicela dan dikecam serta 
dijuluki orang yang dzalim dan buruk pelunasannya dan hal itu tidak termaksud 
ghibah (gosip).
40
 Perekonomian seseorang dikatakan mampu dan tidak mampu 
secara khusus hukum islam telah dikomodasi dalam salah satu pembahasan 
fiqih mu’amalahnya yaitu taflish atau vonis pailit.41 
Taflish secara etimologi berarti panggilan terhadap orang jatuh pailit dan 
pemberitahuan bahwa orang tersebut sedang jatuh pailit. Sedangkan secara 
terminologis muflis diartikan sebagai orang yang mampunyai hutang, sedangkan 
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedia Mu’amalah dalam 
Pandnagan 4 Mazhab, terj. Moftahul Khairi. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 235 
 
  
hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya itu. Redaksi lain menyebutkan 
bahwa muflis dari segi bahasa yaitu orang yang uangnya berubah menjadi 
recehan. Sedangkan menurut istilah fiqih muflis itu orang yang hutangnya 
bertumpuk-tumpuk dan harta bendanya tidak cukup untuk membayarnya.
42
 
Konsep mampu dan tidak mampu sebenarnta adalah sebuah konsep 
yang masih samar dalam pemahanannya. Hanya sedikit karya konsekstual yang 
mendeskripsikan hal tersebut secara gamblang. Kata mampu dan tidak mampu 
adalah sebuah hal umum yang rentan penafsiran yang luas sehngga esendi 
makna dari dua kata tersebut. 
Secara bahasa kaya atau kekayaan (al-ghina) bermakna kecukupan, 
diantaranya adalah kecukupan harta benda.
43
 Seseorang dikatakan kaya atas 
sesuatu, bila dia tidak lagi membutuhkannya. Menurut terminologi, makna 
kekayaan tidaklah jauh berbeda dari makna bahasanya. Hanya saja, karena ahli 
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al-fiqih berbeda metodologi dalam memberikan batasan kekayaan apakah harus 
dibatasi dengan syari’at atau adat kebiasaan.44 
Pandangan syari’at bahwa kekayaan menurut pandangan ini kepemilikan 
harta benda nisab atau lebih banyak daripad itu yang melebihi kebutuhan 
primer dan semestinya. Sedangkan menurut pandangan tradisi kekayaan itu 
didefinisikan dengan ukuran tradisi. Dengan demikian setiap sesuatu yang 
dianggap sebagai kekayaan oleh tradisi maka itu merupakan kekayaan. Dan 
dalam pandangan kebahasaan imam Syar’i mendefinisikan kekayaan adalah 
kepemilikan yang cukup atau lebih. 
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BAB III 
BIOGRAFI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah Dan Hukum 
Keberadaan Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara mempunyai akar 
sejarah yang panjang. Belum adanya lembaga pendidikan tinggi Islam ketika itu 
yang mengasuh pendidikan ilmu hukum Islam atau syari’ah ditambah dengan 
banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan 
menjadi alasan yang kuat untuk pendirian Fakultas Syari’ah.  Melalui Yayasan 
Zainul Arifin yang beralamat di jalan Meranti No. 1 didirikanlah Fakultas 
Syari’ah yang kemudian dimohonkan untuk penegriannya kepada Menteri 
Agama. Permohonan tersebut kemudian disetujui dengan kebijakan 
menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah.  
Pada tanggal 12 Oktober  1968 merupakan hari bersejarah di mana 
Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah Ar-Raniry Cabang Medan didirikan. 
Namun, dalam perkembangan selanjutnya keberadaan kedua fakultas tersebut 
sebagai Fakultas cabang dianggap tidak lagi efektif baik secara pendidikan, 
pengajaran, maupun administratifnya. Dengan dukungan Pemerintah Daerah 
  
Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kota Medan, para ulama dan tokoh 
masyarakat serta sokongan penuh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN 
Ar-Raniry maka akhirnya IAIN Sumatera Utara resmi didirikan oleh Menteri 
Agama, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, tepat pada tanggal 19 November 1973 
bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H. Sejak saat itu maka Fakultas Syari’ah 
IAIN Ar-Raniry Cabanag Medan berubah status menjadi Fakultas Syari’ah IAIN 
Sumatera Utara.
45
     
Dalam Perkembangannya saat ini Fakultas Syari’ah telah memiliki 4 
(empat) jurusan yaitu; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Jurusan Perbandingan 
Mazhab, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), dan Jurusan Hukum 
Tata Negara (Siyasah).  
Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 17 
Oktober 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara berobah 
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara berdasarkan Peraturan 
Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Sumatera Utara berobah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) 
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Sumatera Utara Medan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Sumatera Utara 
Fakultas Syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
SUmatera Utara. 
Fakultas Syariah dan Hukum selanjutnya mengelola Jurusan Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyyah, Jurusan Perbandingan Mazhab, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syari’ah (Mu’amalah), dan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Belakangan 
berdasarkan Keputusan Dirjen Diktis Nomor 1267 tahun 2015 diizinkan 
menyelenggarakan program studi Hukum Pidana Islam (JInayah). Dengan 
demikian saat ini Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU mengelola 5 (lima) 
program studi 
B. Program Studi Fakultas Syariah Dan Hukum 
1. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Ahwal artinya keadaan; Asy-Syakhsiyyah artinya pribadi atau 
perseorangan. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah adalah hukum yang menyangkut 
masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat 
Kajian tersendiri terhadap masalah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah baru dimulai 
  
sekitar paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya, hukum perseorangan dan 
kekeluargaan ini tersebar dalam berbagai bab fikih.  
Orang pertama yang memisahkannya dalam satu kajian tersendiri adalah 
Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah orang pertama 
yang mengkodifikasikan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dalam suatu buku yang 
berjudul Al-Ahwal Asy-Syar'iyyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum 
Syariat/Agama dalam Hal Keluarga). 
Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum 
perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyyah (cakap tidaknya seseorang melakukan 
tindakan hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi 
berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai bahan 
rujukan oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan 
keluarga di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu 
dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah Mesir. 
Penerapan berbagi masalah yang terdapat dalam ruang lingkup Al-Ahwal 
Asy-Syakhsiyyah di berbagai negara Arab berbeda-beda. Di Mesir dan di 
sebagian negara Arab, masalah hibah berada di luar kajian Al-Ahwal Asy-
  
Syakhsiyyah, sementara di negara Arab lainnya dimasukkan dalam ruang 
lingkup Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Dalam perkembagnan selanjutnya, masalah 
wakaf dimasukkan dalam wewenang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (1934). 
Berbeda halnya dengn Kerajaan Arab Saudi yang tidak mengenal 
adanya hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Para hakim di Arab Saudi pada 
umumnya menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga dengan merujuk 
kepada kitab-kitab fikih mazhab Hanbali, mazhab resmi kerajaan tersebut. Di 
Indonesia, persoalan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah telah diatur dalam Inpres 
No.1/1991 dan Kep. Menag No.154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
46
 
2. Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) 
Muamalah adalah salah satu bidang kajian fiqh yang membahas 
hubungan antara individu maupun komunal yang melingkupi persoalan harta, 
benda dan aturan-aturan yang menyertainya. Secara keilmuan, kajian 
kemuamalahan pada Program Studi Muamalah  difokuskan pada 
pengembangan  keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah yang 
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kemudian didiversifikasi ke dalam dua konsentrasi, Hukum Perbankan Syariah 
dan Hukum Bisnis Syariah. 
Program Studi Muamalah berdiri pada tahun 1999 berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: 
E/154/1999. Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi 
Muamalah mendapatkan gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum). Program Studi 
Muamalah telah terakreditasi BAN-PT Dengan Peringkat Nilai B Berdasarkan SK 
Nomor: 972/SK/BAN-PT/AKRED/ S/IX/2015, yang berlaku sejak tahun 2015 
hingga 03 September 2020. 
Lulusan Program Studi Muamalah diproyeksikan sebagai praktisi hukum  
islam atau calon hakim agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas 
dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebgai praktisi hukum 
islam atau calon hakim agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum 
ekonomi syari’ah sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Selain itu, 
juga menjadi contract drafter dan pengawas lembaga keuangan syari’ah (DPS) 
yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu 
melaksanakan tugas umum sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. 
  
3. Perbandingan Mazhab 
Secara lughoh perbandingan berasal dari bahasa Arab بهاذملا ةنراقم yaitu 
mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Sedangkan menurut istilah 
ulam fiqh: 
‚Perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahidin 
dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, 
kemudian membandingkan dalil-dalilnitu satu sama lainnya, agar Nampak 
setelah dimunaqasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya‛. 
Jadi, Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas 
pendapat-pendapat fuqaha’ beserta dalil-dalinya mengenai berbagi masalah, 
baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan 
dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang 
dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat 
dalilnya. Objek pembahasan dari perbandingan mazhab adalah 
membandingkan, baik permasalahanya maupun dalil-dalilnya. 
Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab antara 
lain, untuk mengetahui pendapat-pendapat para Imam mazhab (para Imam 
  
mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-
dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara 
istinbath hukum dari dalilnya oleh mereka. Untuk mengetahui dasar-dasar dan 
qaidah-qaidah yang digunakan setiap Imam Mazhab (Imam Mujtahid) dalam 
mengistinbath hukum dari dalil-dalilnya, dimana setiap Imam Mujtahid tersebut 
tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil al-Qur'an at’u as-Sunnah. 
Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang 
yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-
dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur’an dan as-
Sunnah dengan perbedaan interprestasi, atau mereka mengambil Qiyas, 
Mashalah Mursalah, Istihsab, atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash 
syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dala 
masyarakat, baik ibadah maupun mu’amalah, yang dalil-dalil ijtihad itupun 
digali dari nash-nash al-Qur’an dan Sunnah.47 
4. Hukum Tata Negara (Siyasah) 
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Seiring dengan perubahan dan perkembangan geo politik nasional yang 
ditandai dengan munculnya berbagai partai politik Islam, partai politik 
berbasiskan masa Islam dan perda-perda syari’ah berpengaruh dalam 
memberikan warna hukum ketatanegaraan nasional yang disemangati oleh 
ajaran Islam. Secara khusus, respon terhadap perubahan tersebut munculnya 
pemikiran di kalangan guru besar Fakultas Syari’ah dan Hukum yang 
merelasikan antara realitas sosial dari aspek hukum ketatanegaraan dan politik 
Islam dengan  turats keilmuan Islam, berkaitan dengan konsep siyasah 
syar’iyyah.  
Konsep ini mengaksentuasikan pada aspek ketatanegaraan, di dalamnya 
mengkaji bagaimana pengaturan kelembagaan negara, hubungan antar negara, 
hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar warga negara dengan 
negara. Di sisi lain, konsep-konsep Islam tentang hukum ketatanegaraan tidak 
akan menemukan warnanya manakala tidak menjadi ruh dalam kehidupan 
bernegara. Oleh karena itu, instrumen politik sangat berperan dalam 
mengazamkan hukum ketatanegaraan nasional yang digali dari spirit ajaran 
Islam. Dengan kata lain, Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam laksana  koin 
  
dengan dua permukaan (wajhan li umlah al-wahidah), yang satu sama lainnya 
tidak dapat dipisahkan (multiple mutually-reinforcing sub-sistems). 
Siyasah syar’iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi 
pemerintahan islam yang menjamin pemerintahan islam yang menjamin 
terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat 
islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at islam dan prinsip-
prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama 
mujtahid. 
5. Jinayah (Hukum Pidana Islam) 
Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara 
tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih popular, hukum jinayah disebut 
juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum 
pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta’zir.  
menurut Sayyid Sabiq adalah:‚Yang di maksud dengan jinayah dalam istilah 
syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang.dan perbuatan yang dilarang itu 
adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena 
adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda 
  
Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi pencurian, perzinaan 
(termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat 
zina (al qadzaf), meminum minuman yang memabuk kan(khamar), membunuh 
dan/melukai seseorang, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan 
kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan. 
Visi Fakulktas Syari’ah 
Sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) bagi pengkajian, 
pendidikan dan penerapan ilmu-ilmu syari’ah untuk keadiln, kedamaian, dan 
kesejahteraan umat manusia.  
Misi fakultas Syari’ah 
1. Melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu syari’ah dengan 
standar metodologi keilmuan modern. 
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian ilmu syari’ah secara 
multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan 
maysrakat. 
  
3. Melaksanakan manajemen kelembagaan, kegiatan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada msyarakat dengan tingkat 
akuntabilitas dan reliabilitas yang tinggi.  
4. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mutu yang integral 
(keilmuan-keislaman-moralitas-keterampilan) sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.  
 
 
  
  
BAB IV   
PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN 
PEMBAYARAN UKT MENURUT FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 
PMK NOMOR 79/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BLU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA 
KEMENTRIAN AGAMA 
 
A. Pelaksanaan Sanksi Denda Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Uang 
Kuliah Tunggal Di Fakultas Syari’ah dan Hukum Ditinjau Dari Fatwa Mui 
Dewan Syari’ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 
tersebut bahwa sanksi adalah:
48
  
7. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja.  
8. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force 
majeur  tidak boleh dikenakkan sanksi. 
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9. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakkan sanksi. 
10. mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakkan sanksi. 
11. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
12. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
13. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
Fatwa diatas menjelaskan bahwa yang berhak dikenakkan sanksi yakni 
yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran SPP sanksi 
yang di bebankan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta 
denda dipergunakan ke dana sosial. 
Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari 
Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari 
  
Syuraid bin Suwaid:‚Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.‛  
Peraturan Menteri Keuangan RI No 79/PMK.05/2008 Terkait Dengan 
Pemberlakuan Sanksi Denda. 
Berdasarkan peraturan menteri keuangan tidak di atur secara khusus 
mengenai denda keterlambatan pembayaran uang SPP akan tetapi ada 
dijelaskan dalam lampiran peraturan menteri keuangan tersebut yang terkait 
dengan pemberlakuan denda dan jumlah denda yag diterapkan. Akan tetapi 
ada mengatur tentang mahasiswa tertentu yang mendapat tarif layanan sampai 
non persen baik uang kuliah maupun  dan tarif non uang kuliah.  
Yakni dalam pasal 11 point 2 : 
Pasal 11:  
(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai 
dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma 
dan sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, 
tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e. 
(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
meliputi: 
  
a. Mahasiswa teladan; 
b. Mahasiswa berprestasi nasional atau interncsional; 
c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/ atau 
d. Mahasiswa korban bencana. 
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 
PADA KEMENTERIAN AGAMA 
 
NO JENIS LAYANAN Satuan Tarif (Rp) 
1. Denda Keterlambatan Pembayaran 
Sumbangan Pembinaan  Pendidikan 
(SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT} 
a. Sampai Dengan 10 hari 
pertama  
b. Sampai dengan 10 hari  
Kedua 
 
 
 
Permahasiswa/
semester 
Permahasiswa/ 
Semester 
 
 
 
10% dari tarif 
SPP/UKT 
20% dari tarif 
SPP/UKT 
 
Terkait  pada pembahasan ini berdasarkan Fatwa DSN MUI DSN No. 
17/DSN-MUI/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun 
menunda-nunda pembayaran telah mengenai sasaran yang tepat terkait 
  
permasalahan dan dalil yang digunakan, maka pemberlakuan  sanksi denda 
UKT di Fakultas Syari’ah UIN-SU Medan sudah sesuai, hal ini sama dengan apa 
yang sudah tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan 
Rektor, akan tetapi sedikit perbedaan mengenai pelaksanaan denda tersebut 
bahwa pemberlakuannya baik itu berdasarkan Peraturan Rektor dan Menteri 
Keuangan tidak mengatur mengenai mahasiswa yang patut dikenakkan sanksi 
denda dan mahasiswa yang tidak patut dikenakkan sanksi denda. Hal ini di 
dalam fatwa DSN MUI membedakan bahwasanya ada klarifikasi mahasiswa 
yang dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran SPP. Yang 
mana hal ini tidak di atur dalam peraturan Rektor dan Menteri Keuangan.  
B. Pendapat Mahasiswa Atas Pemberlakuan Denda Terhadap 
Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Di 
Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SU 
Fatwa DSN MUI mengatakan pemberlakuan sanksi denda itu dibolehkan 
jika penundaan itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada sebab tertentu. 
Kenyataannya,  fatwa tersebut tidak sejalan dengan praktik yang ada di 
lapangan, khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU, yang dimana 
  
sebahagian mahasiswa terlambat membayar SPP/UKT ialah mahasiswa yang 
kurang mampu (kategori tidak mendapat beasiswa).  
Keputusan Rektor UIN-SU Medan No. 255 Tahun 2018 tentang 
perpanjangan jadwal pembayaran tarif uang kuliah tunggal (UKT) dan 
sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Mahasiswa UIN-SU Medan Semester 
ganjil  tahun akademik 2018/2019 menetapkan:
49
 
1. Menetapkan perpanjangan jadwal pembayaran uang kuliah tunggal 
(UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa 
UIN-SU semester ganjil tahun akademik 2018/2019 
2. Perpanjangan jadwal pembayaran UKT/SPP  semester ganjil tahun 
akademik 2018/2019 dimulai tanggal 27 Agustus sampai 5 
September 2018. 
3. Mahasiswa yang membayar UKT/SPP pada periode perpanjangan 
dikenakan denda sebesar 10% dari tarif UKT/SPP mahasiswa yang 
bersangkutan. 
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/ PMK. 05/2018  Tentang Tarif 
Layanan  Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada 
Kementerian Agama, h. 3.  
  
Keputusan Rektor di atas tidak mengklasifikasi mahasiwa yang terlambat 
membayar uang UKT/SPP, karena ada mahasiswa yang terlambat membayar 
uang UKT/SPP disebabkan mereka kurang mampu namun tidak mendapat 
beasiswa. Seharusnya, dipisahkan antara yang mampu dan kurang mampu, 
agar nantinya pemberlakuan sanksi denda itu hanya berlaku untuk orang yang 
mampu yang menunda-nunda pembayaran.  
Kebijakan rektor denda spp bagi mahasiswa yang terlambat membayar 
ini memang menjadi sesuatu hal yang sangat begitu penting akan tetapi, 
informasi yang berkaitan bagaimana pengetahuan regulasi kepada mahasiswa 
ini juga harus didiskusikan.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada mahasiswa yang ada di 
Fakultas Syari’ah memberatkan adanya sanksi denda yang diberikan oleh pihak 
kampus hal tersebut dipaparkan oleh beberapa mahasiswa yang di antaranya 
ialah : 
1. Mehmed Affandi mengatakan bahwa ‚Saya tidak setuju apabila 
pemberlakuan denda ini diberlakukan kepada mereka yang tidak 
  
mampu, tetapi bagi mereka yang mampu dan dengan sengaja saya 
rasa setuju dengan pemberlakuan denda itu.
50‛ 
2. Muhammad Fachrurrozi mengatakan bahwa ‚denda yang 
diberlakukan sangat memberatkan karena bukan berarti setiap 
mahasiswa terlambat membayar spp harus dikenakan denda, bukan 
memberikan toleransi dan sangat tidak efektif karena keterlambatan 
disebabkan oleh banyak faktor contohnya finansial dari orangtua 
mungkin saja orangtuanya pada saat itu memiliki uang. Solusinya ya 
mungkin saja diberlakukan selama kurang lebih 1 bulan.‛51 
3. Faisal Ramadhan mengatakan bahwa ‚Pendapat saya terlalu berat 
karena untuk seseorang pedagang dengan penghasilan 2 juta 
perbulan yang harus membiayai ketiga anak, itu terlalu berat. 
Dikarenakan tidak semua mahasiswa di UIN termasuk saya berasal 
dari keluarga mampu, jadi masalah denda itu saya tidak pro terhadap 
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 Muhammad Fachrurrozi, Wawancara Pribadi,  Medan: 03 Oktober 2018 
  
kebijakan yang dibuat oleh kampus karena itu terlalu memberatkan 
kami  walaupun hanya beberapa persen.‛52 
4. Muhammad Hafiz Panjaitan mengatakan bahwa: tidak semua 
mahasiswa sanggup membayar uang perkulihan atau spp karena 
perekonomian setiap mahasiswa itu berbeda, dan tidak stabil setiap 
waktunya. Saya pribadi saja merasakan bahwa ekonomi itu naik 
turun, Jadi saya kurang setuju dengan denda keterlambatan 
membayaran spp tersebut.‛53 
Terdapat empat bagian dalam sistematika keputusan tentang sanksi atas 
keterlambatan mahasiswa yang menunda-nunda pembayaran. Empat bagian 
tersebut diantaranya ialah pertimbangan, peringatan atas dalil-dalil Al-Qur’an 
maupun hadits Rasul SAW.Dalam hal ini bahwa pertimbangan fatwa tersebut 
hasil keputusan fatwa mempertimbangkan bahwa mahasiswa terbebani 
terhadap pembiayaan denda yang diberlakukan di Fakulta Syari’ah berdasarkan 
pembayaran di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
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 Muhammad Hafiz Panjaitan, Wawancara Pribadi,  Medan: 03 Oktober 2018 
  
Bahwa mahasiswa mampu terkadang menunda-nunda kewajiban 
pembayaran, baik akad ta’zir maupun yang lai, pada waktu yang telah di 
tentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bahwa juga 
masyarakat, dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang 
tindakan atau sanksi dapat dilakukan terhadap mahasiswa mampu yang 
menunda-nunda pembayaran tersebut menurut Syari’ah Islam. Oleh karena itu, 
DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang 
menunda-nunda pembayaran menurut prinsip Syari’ah Islam untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 
Pada bagian landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan 
pertimbangan keputusan tersebut menjelaskan tentang bagi orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan mematuhi akad-akad yang mereka sepakati dalam 
bermuamalah khususnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surah al-Maidah 
ayat 1 artinya ‚hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...‛ hal ini 
menunjukkan kata perintah. Serta hadits-hadits Nabi yang melarang keras 
perilaku menunda-nunda pembayaran bagi seorang muslim yang mampu 
  
membayar dan beberapa kaidah dari seluruh kegiatan muamalah ialah boleh 
hingga ada dalil yang secara khusus melarangnya.
54
 
Salah satu alasan yang tidak terbantahkan saat mahasiswa melakukan 
penundaan  pembayaran UKT/SPP adalah keadaan dimana tak satupun dapat 
mencegah terjadinya ketidakmampuan. Bagi mahasiswa seperti ini maka hukum 
yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur’an surah al- 
Baqarah ayat 280  
                          
      
Artinya  dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
55
 
Jumhur ulama sepakat bahwa menerima penundaan orang yang tengah 
berutang jika ia berada dalam kesulitan adalah wajib hukumnya. Selanjutnya 
juga dikatakan bahwa nahasiswa yang mampu menunda-nunda pembayaran 
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dan atau tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakkan sanksi‛. Sebab dalam Islam menunda-nunda pembayaran 
adalah kedzaliman. Oleh karena itu, boleh dikenakkan sanksi terhadapnya. 
Pemberlakuan denda juga dipandang dalam Islam adalah kebolehan. 
Oleh sebab itu, denda yang menjadi hukuman atau sanksi boleh diambil 
menjadi alternatif jalan penyelesaian yang baik belum atau telah disepakati 
sebelumnya kedua belah pihak yakni berdasarkan UU atau aturan yang berlaku 
atau atas masing-masing pihak yang berjanji sehingga menjadikan pedoman. 
Kemudian dana yang diperoleh dari denda yang dikenakkan harus secara 
keseluruan diberikan untuk keperluan sosial masyarakat yang membutuhkan. 
Karena dana dari denda tersebut bukanlah sebagai pendapatan bank oleh 
karena tidak dibenarkan pihak bank mengambilnya. Penyaluran juga harus 
menggunakan akad al-Qardun al-Hasan. Salah satu pencegah dari 
permasalahan pengelolaan yang rentan terjadinya riba. 
 
 
 
  
C. Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Di Fakultas Syari’ah Ditinjau Dari 
Fatwa Mui Dewan Syari’ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 
Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits: 
 الله لٌصر لبق :لبق ونع الله يضر ةریرى يبأ يعلصً ويلع الله ىلص ن “ : .نلظ ِّينغلا لْطَه
عبَْتيلٍفِئلَه ىلع نكدحأ عبُْتأ اذإً ”ويلع قفته
56
 
Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda 
‚penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah 
kedzaliman, dan jika seseorang diantara kamu dialihkan kepada orang 
yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih‛. (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
 
 َىلَع َّرَه َنَّلَص ًَ  وَيلَع ّالله ىَّلَص ِّالله َلٌُصَر ََّىأ َةَریَُرى ِيَبأ يَع َْتلَبَنف َبيِيف ُهََدی َلَخَْدَأف ٍمبَعَط ِةَرْبُص
 ْلَعَج ََلاَفأ َلَبق ِّالله َلٌُصَر َبی ُءبَو َّضلا ُوَْتببََصأ َلَبق ِمبَعَّلطا َبِحبَصَبیاََزىبَه َلَبَقف ًَلاَلب ُوُعِببََصأ ََ ٌَف َُوت
لضه هًر( يِّنِه َشَْيَلف َّشَغ ْيَه ُسبَّنلا ُهاََری يَك ِمبَعَّطلا)ن57 
Artinya: Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau 
memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau 
menyentuh sesuatu yang basah, makapun beliau berkata, apa ini 
wahai pemilik makan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut 
terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa kamu 
tidak meletakkannya dibagian atas makanan agar orang dapat 
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 Abdul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h.45 
  
melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan 
dari golongan kami (HR. Muslim). 
 
Majelis Ulama Indonesia, dalam Fatwanya DSN No. 17/DSN-
MUI/IX/2000, poin pertama menyebutkan ‚ Sanksi yang disebut dalam fatwa ini 
adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, 
tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Maka penulis 
mengkaitkan dengan dalil yang dicantumkan bahwa hukum pemberlakuan 
sanksi denda terhadap mahasiswa yang terlambat membayar UKT/SPP dilarang. 
Berdasarkan Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin’Auf.  
Artinya: ‚Perdamainan  dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram : 
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. ‚   
 
  
  
BAB V    
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab dahulu, 
maka dari penelitian yang berjudul, Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Atas 
Keterlambatan SPP Menurut Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus 
Mahasiswa Fakultas Syariah UIN-SU Medan). Penulis menyimpulkan dalam 
beberapa point sebagai berikut : 
1. Pelaksanan sanksi denda sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas 
Syari’ah diberlakukan terhadap mahasiswa yang terlambat membayar 
uang kuliah tanpa memperhatikan mahasiswa yang berasal dari 
golongan tidak mampu. 
2. Pendapat mahasiswa atas pemberlakuan sumbangan pembinaan 
pendidikan di fakultas syari’ah tidak disosialisasikan, dikenakan kepada 
semua mahasiswa termaksud mahasiswa tidak mampu. Mahasiswa 
merasa keberatan atas pemberlakuan denda ini, karena salah satu faktor 
yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dikarenakan faktor 
ekonomi. 
  
3. Hukum perberlakuan denda menurut fatwa DSN NP.17/DSN-
MUI/IX/2000 hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tetapi 
menunda-nunda dengan sengaja. Sedangkan bagi mereka yang tidak 
mampu tidak dikenakkan sanksi denda. 
B. Saran  
Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa 
saran sebagi berikut : 
1. Mensosialisasikan setiap peraturan yang diberlakukan yang berkaitan 
dengan administrasi dan sanksi denda terlebih dahulu sebelum 
menerapkan peraturan tersebut agar mahasiswa Fakultas Syari’ah UINSU 
dapat mengetahuinya dan untuk menghindarkan keterlambatan 
pembayaran SPP.. 
2. Mengelompokkan (kalasifikasi) mahasiswa yang mampu membayar uang 
kuliah akan tetapi menunda pembayaran SPP dengan mahasiwa yang 
tidak mampu (force majar). Dan secara transparan.  
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